
 
 
 
 

 

 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI SULAWESI TENGAH 

                                  Nomor : 119/PP.06/72/Prov/2021  

 

TENTANG 
 

PENETAPAN LOKUS DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN 

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, 

DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI KABUPATEN PARIGI 

MOUTONG TAHUN 2021 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan 

kepedulian masyarakat, membangun kesadaran politik, 

menghindarkan praktik politik uang, mengedukasi 

masyarakat dalam memfilter informasi, meningkatkan 

kuantitas dan kualitas partisipasi pemilih serta 

membentuk kader penggerak dan penggugah kesadaran 

politik masyarakat, Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

Sulawesi Tengah melaksanakan program Desa Peduli 

Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota 

dan Wakil Walikota di Kabupaten Parigi Moutong;  

b.  bahwa berdasarkan permintaan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Parigi Moutong terkait usulan Penetapan Lokus 

Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 

Walikota dan Wakil Walikota di Kabupaten Parigi Moutong; 

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang 

Penetapan Lokus Desa Peduli Pemilihan Umum dan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di 

Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021.  

 

 

 



Mengingat 

 

 

 

: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang 

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 

menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6547);  

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109);  

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 

tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi 

Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota 

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1249);  

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 

tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi 

Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

193);  

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat 

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 



2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemiliham Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 786);  

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); 

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 290/PP.06-

KPT/06/KPU/IV/2021 tentang Petunjuk Teknis 

Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan Umum dan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; 

 

Memerhatikan  : 1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi 

Moutong Nomor 501/PP.6/7208/2021 tanggal 22 

November 2021, perihal Penyampaian Usulan lokus 

pelaksanaan kegiatan Desa Peduli Pemilihan 

Umum/Pemilihan. 

2. Berita Acara Nomor 79/PK.01/7208/2021 tanggal 22 

November 2021 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong; 

3. Berita Acara Nomor 27/PK.01/72/2021 tanggal 29 

November 2021 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah; 

 

  MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI 

SULAWESI TENGAH TENTANG PENETAPAN LOKUS DESA 

PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR 

DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, 

DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DI 

KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2021 

 

 

 

KESATU : Menetapkan Desa Lemusa Kecamatan Parigi Selatan sebagai 

Lokus Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati 

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Kabupaten Parigi 

Moutong Tahun 2021.  



KEDUA : Segala pembiayaan yang timbul akibat terbitnya Keputusan 

ini dibebankan kepada anggaran Hibah Non Pemilihan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Parigi Moutong. 

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di  Palu 

Pada tanggal 29 November 2021     

 

          KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

          PROVINSI SULAWESI TENGAH, 

 

   ttd 

 

        TANWIR LAMAMING 
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